V1. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Penataan Tata Ruang Kota yang di lakukan Bappeda Kabupaten telah
akuntabel terpenuhinya Prosedur, melalui pembentukan Badan Koordinasi
Penataan Tata Ruang Daerah, dengan memperhatiakan standar etika dan
nilai-nilai yang beralaku, sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang

benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders.

2. Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Pesawaran dalam Penataan Ruang Kota oleh Bappeda sudah berjalan
Akuntebel karena dalam rencana tata ruang tersebut telah memuat
informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata
ruang dan melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan

ruang.

3. Pembuatan akses publik pada informasi keputusan dan pengaduan sudah
berjalan dengan baik melalui penyebaran informasi kebijakan Rencana
Tata Ruang melalui media massa dan Websait Resmi Pemkab. Pesawaran
yang dapat diakses Publik. Keterbukaan informasi merupakan

akuntabilitas Bappeda Kab. Pesawaran terhadap masyarakat.
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4. Secara keseluruhan Proses Perencanaan Tata Ruang Kota yang di lakukan
Bappeda Kabupaten Pesawaran telah memenuhi aspek akuntabilitas
dalam kaidah-kaidah perencanaan yang berkaitan dengan keselarasan,
keserasian, keterpaduan, kelestarian dan kesinambungan untuk

pembanguan Kabupaten.

B. Saran

1. Meningkatkan proses pembuatan keputusan tertulis yang belum memenubhi
standar etika dan prinsip administrasi sebainya di sesuaikan dengan

standar etika dan prinsip administrasi yang benar.

2. Lebih proaktiflagi dalam Penyusunan dan Penetapan Tata Ruang Kota dan
disesuiakan dengan perencanaan dan standar minimal pelayanan pada

masyarakat Pesawaran dan publik secara umum.

3. Pembuatan akses publik mengenai suatu keputusan lebih ditingkatkan,
melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi
personal. Agar masyarakat pesawaran memahi mengenai kebijakan yang

diambil.

4. Sistem informasi manajemen dan monitoring sebaiknya menerapkan
prinsip tranparansi dan akuntabilitas dengan melibatkan masyarakat
sebagai paner di dalam pengawasan pembangunan daerah Kabupaten

Pesawara.



